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ABSTRAK 

Menurut KHI Pasal 105, pengasuhan anak pasca perceraian diberikan pada 

ibu jika anak belum mumayyiz atau usianya belum 12 tahun. Apabila anak di atas 

12 tahun, maka anak diberikan hak pilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang 

pemeliharaannya. Dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan 

dan syarat untuk seseorang mendapatkan hak pengasuhan. Namun demikian, 

Yurisprudensi MA No. 210/K/AG/1996, menegaskan bahwa keagamaan seseorang 

menjadi penentu gugur tidaknya pengasuhan atas anak yang belum mumayyiz 

khususnya pada keluarga muslim. Ketentuan tersebut, dipahami beragam oleh para 

hakim termasuk hakim PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa. Dalam hal 

ini, saya tertarik untuk mengkaji perkara-perkara pengasuhan yang melibatkan 

seorang ibu murtad dan melihat sikap hukum seorang hakim dalam menyelesaikan 

perkara pengasuhan yang melibatkan seorang ibu murtad. 

Penelitan ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. 

Penelitian ini mengkaji praktik hukum dikalangan para hakim yang tergambar 

dalam putusan terkait perkara pengasuhan anak yang melibatkan ibu murtad. 

Praktek hukum tersebut akan dikaji dengan kacamata yuridis untuk melihat 

bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak yang di amanatkan 

dalam KHI. Penelitian ini menggunakan data-data baik primer maupun sekunder. 

Data primer merupakan data yang diambil dari putusan dan wawancara dengan 

hakim di Pengadilan Agama. Data-data primer tersebut akan dikaji berdasarkan 

data-data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 

2014, UU No. 1 Tahun 1974, dan KHI) yang digunakan untuk memperkuat analisa. 

Penelitian ini menyimpukan bahwa: pertama, pemberian hak pengasuhan 

didasarkan pada fakta-fakta persidangan terkait: agama para pihak, berakhlak baik, 

dan kemampuan mengasuh. Pada pemberian pengasuhan tersebut, agama tidak 

menjadi pertimbangan utama dan ini berbeda dengan kesimpulan para peneliti 

sebelumnya. Para hakim cenderung mengutamakan akhlak baik para pihak untuk 

tumbuh kembang anak. Untuk itu, dalam perkara di mana seorang ibu murtad dan 

suaminya dianggap tidak mampu maka pengasuhan diberikan kepada ibu murtad. 

Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik baik bagi anak oleh 

para hakim tidak mendasarkan kepada unsur spiritual, akan tetapi lebih kepada 

unsur perawatan, perlindungan, dan keamanan anak untuk perkembangan fisik dan 

mental anak. Dalam hal ini, para hakim dinilai telah melakukan interpretasi yang 

berbeda dengan interpretasi para hakim sebelumnya, yaitu mempertimbangkan 

aspek non agama dengan lebih mengutamakan akhlak baik para pihak untuk 

melindungi perkembangan fisik dan mental anak.  

Kata kunci: Riddah Ibu, Hak Asuh Anak, Perlindungan Agama. 
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MOTTO 

 

“Terimalah kebenaran dari siapa saja yang mengatakannya meski dia adalah 

orang yang dibenci, dan tolaklah kebatilan dari siapa saja yang mengatakannya 

meski dia adalah orang yang dicintai”. 

(Ibnu Mas’ud)  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

A. Konsonan Tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ze (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
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 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Sunnah سنّة

 Ditulis ‘Illah علّة 

 

C. Ta’ Marbutoh Di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 Ditulis al-Mā’idah المائدة

 Ditulis Islāmiyyah إسلامية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya).   
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2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h.  

 Ditulis Muqāranah al-Maẓāhib مقارنة المذاهب

 

D. Vokal Pendek 

َ..........  fatḥah Ditulis A 

ِ..........  Kasrah Ditulis I 

ُ..........  ḍammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 إستحسان

ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fathah + yā’ mati 

 أنثى

ditulis 

ditulis 

ā 

Unṡā 

3. Kasrah + yā’mati 

 العلواني

ditulis 

ditulis 

ῑ 

al-‘Ālwānῑ 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 علوم 

ditulis 

ditulis 

ū 

‘Ulūm 

 

F. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + yā’mati 

 غيرهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fathah + wāwu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

G.  Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 

Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت 
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 Ditulis la’in syakartum لإن شكرتم 

 

H.  Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’an القرآن 

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.  

 Ditulis ar-risālah الرسالة 

 ’Ditulis an-Nisā النساء

 

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya  

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perceraian menimbulkan akibat hukum salah satunya yaitu hak pemeliharaan 

anak atau hadanah jika dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak.1 ketika 

masih dalam ikatan perkawinan suami dan istri berkewajiban memelihara anak 

atas hasil perkawinannya. Ketika terjadinya perceraian dan keduanya harus 

berpisah, pengasuhan anak dilakukan secara sendiri-sendiri baik ayah maupun 

ibu.2 Hak asuh ini akan diberikan kepada salah satu antara ibu atau ayahnya yang 

berhak memenuhi syarat, dan hak asuh wajib apabila anak tersebut dalam kategori 

usia muda dan belum belum mampu menjalani hidupnya sendiri sampai ia 

menjelang dewasa.3 

Pada ajaran Islam mengenai perkembangan anak yang berkaitan dengan 

pengasuhan atau hadanah, terdapat 2 masa waktu anak yaitu sebelum mumayyiz 

dan mumayyiz. Masa sebelum mumayyiz adalah masa di mana anak belum bisa 

membedakan manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri, yang dimulai saat lahir 

hingga berumur 7 atau 8 tahun. Sementara masa mumayyiz adalah masa di mana 

anak mulai mampu membedakan manfaat dan bahaya untuk dirinya sendiri, yang 

 
1 Salma Aisha Rahmat, Husni Syawali,” Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak 

Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam”, Journal Riset Ilmu Hukum, Vol.1:2 (Desember 2021): 86-91. doi: 

https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446. (accessed August 16, 2023). 
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014.), hal. 

328. 
3 Ibid, hal. 329. 

https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446
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dimulai dari 7 tahun hingga menjelang dewasa (baligh dan berakal).4 Dalam KHI 

dijelaskan usia mumayyiz yaitu anak berumur 12 tahun. Berkaitan dengan 

hadanah yang berusia di bawah 12 tahun, ibu lebih berhak untuk mengasuh anak 

tersebut. Anak yang sudah mumayyiz (12 tahun) memiliki hak untuk memilih 

pengasuh antara ibu atau ayahnya.5 Hal ini menunjukkan posisi anak atas dirinya 

berdasarkan umurnya atau masa perkembangan anak.  Kemudian kepada siapa 

kuasa asuh ini layak diberikan berdasarkan pertimbangan kelayakan yang ada 

pada orang tua si anak. 

Apabila dalam hal perkara hadanah, jika kedua orang tuanya masih 

lengkap dan memenuhi syarat (dewasa, berpikir sehat, beragama Islam, dan adil 

secara agama), maka ibunya berhak menerimanya. Ini karena ibu lebih 

mencurahkan kasih sayang daripada ayahnya, terutama ketika anak itu masih 

sangat muda. Sebagaimana dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud yang 

diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh hakim yakni menjelaskan 

sesungguhnya anak sudah dikandung dalam perut ibu, setelah lahir ibu yang 

menyusui melalui putingnya, memeluk dan memelihara anak bayinya. Ketika 

dalam perceraian dan ada yang ingin memisahkan antara ibu dan anak walaupun 

itu ayahnya sendiri, Rasulullah mengatakan bahwa ibulah yang berhak mengasuh 

anak selama ibu belum kawin.6 Untuk mendapatkan hadanah, seorang ibu harus 

memenuhi dua syarat: belum kawin dan memenuhi syarat untuk 

melaksanakannya. 

 
4 Satria Effendi muhammad Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer 

(Jakarta: kencana 2010), hal. 181. 
5 Pasal 105. Huruf (a). 
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, hal. 330. 
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Selain dua syarat di atas untuk mendapatkan hadanah terdapat syarat lain 

yang perlu diperhatikan yaitu syarat agama. Apabila orang tua yang akan 

mendapatkan hadanah seharusnya yang beragama Islam pula, karena agama 

adalah objek yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 

2014, bahwa; negara, meliputi pemerintah di dalamnya, masyarakat, keluarga, 

orang tua, wali dan lembaga sosial yang menjamin perlindungan anak dalam 

memeluk agamanya meliputi membina, membimbing, dan pengamalan ajaran 

agama bagi anak.7 Agama juga menjadi penentu gugur tidaknya hak seorang ibu 

terhadap anaknya yang belum mumayyiz.8 Dalam hal ini, jangan sampai hak 

pengasuhan diberikan pada orang selain beragama Islam, karena untuk 

melindungi agama si anak. Begitu pula dengan Pengadilan Agama dalam hal 

menangani perkara pengasuhan harus mempertimbangkan agama, karena negara 

menjamin atas perlindungan anak dalam memeluk agama. 

Seorang ibu yang murtad tidak memungkinkan diberikan hak pengasuhan 

atas dasar pertimbangan bahwa ibu tidak taat beragama dan bahwa semua anggota 

keluarganya adalah non-muslim. Adapun doktrin hukumnya dari Hasyisyah 

Kifayat al-Akhyar karya Bajuri, Vol. 3, 2003, yang mengatakan bahwa tidak ada 

hak hadanah bagi ibu yang fasik.9 Pengasuhan ibu bisa dialihkan kepada yang 

memiliki hak asuh terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, 

menerangkan bahwa kedudukan hak asuh dapat digantikan kepada: wanita-wanita 

garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita garis lurus ke atas dari ayah, 

 
7 Pasal 43 ayat (1) dan (2). 
8 Lihat: Yurisprudensi MA No. 210/K/AG/1996. 
9 Euis Nurlaelawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Aturan dan Praktik, 

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2016), hal. 98 
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saudara perempuan anak, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping 

dari ayah.10 Persoalannya pada rohani anak yaitu berkaitan dengan  agama bagi si 

anak. Orang tua yang telah berpindah agama menjadi penghalang atasnya dalam 

mendapatkan pengasuhan anaknya. 

Berdasarkan perkara hadanah anak yang belum mumayyiz karena orang 

tua yang beralih agama atau murtad yang ada di Pengadilan Agama Jawa Tengah, 

hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan yang berbeda-

beda berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Seperti dalam putusan 

Pengadilan Agama Jawa Tengah penulis menemukan putusan yang memberikan 

pengasuhan pada ibu murtad yakni putusan No. 314/Pdt.G/2020/PA.Sal,11 anak 

umur 7 tahun hak pengasuhan diberikan pada ibu murtad, No. 

0885/Pdt.G/2019/PA.Sal,12 anak umur 7 tahun hak pengasuhan diberikan pada 

Ibu murtad, No. 1047/Pdt.G/2019/PA.Sal,13 anak umur 10 tahun hak pengasuhan 

diberikan pada ibu murtad, No. 107/Pdt.G/2021/PA.Ska,14 anak umur 11 tahun 

hak pengasuhan diberikan pada ibu murtad, No. 743/Pdt.G/2020/PA.Amb,15 anak 

umur 8 tahun hak pengasuhan diberikan pada ibu murtad, dan No. 

1091/Pdt.G/2020/PA.Amb, ketiga anaknya yang berumur 12 tahun, 10 tahun dan 

5 tahun hak pengasuhan diberikan kepada ibu murtad.16 Dari 6 putusan di atas 

 
10 Pasal 156 Huruf (a).  
11 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Salatiga. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surakarta. 
15 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Ambarawa. 
16 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Ambarawa. 
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semua memberikan hadanah pada ibu murtad dengan pertimbangan hakim yang 

berbeda-beda. 

Penulis juga menemukan putusan dari Pengadailan Agama Jawa Tengah 

yang memberikan hadanah perkara riddah ibu yang diberikan kepada ayahnya, 

yaitu dalam putusan No. 216/Pdt.G/2021/PA.Sal,17 memberikan hak asuh anak 

umur 12 tahun kepada ayah kandungnya yang beragama Islam, dan No. 

171/Pdt.G/2020/PA.Ska.18 Ibu yang murtad menjadi penghalang untuk 

mendapatkan hak asuh anaknya sebagaimana syarat pengasuhan salah satunya 

yaitu beragama Islam.19, dan didukung oleh penjelasan dalam buku al-Fiqh al-

Islami wa Adillatuhu bahwa hak asuh anak terhadap seorang ibu akan gugur 

apabila ibu tersebut berpindah agama (murtad).20 Persoalannya jika ibu sudah 

terhalang mendapatkan pengasuhan karena murtad kenapa dalam putusan tetap 

diberikan pada ibu, padahal masih ada urutan hak asuh anak yang dijelaskan 

dalam KHI Pasal 156. 

Bagaimana hak asuh ini oleh hakim bisa diberikan kepada ibu murtad 

yang sudah jelas-jelas berpindah agama kepada selain Islam, apa yang 

melatarbelakangi putusan tersebut sehingga memberikan hadanah kepada ibu 

yang murtad. Seharusnya ibu yang murtad menjadi pertimbangan untuk 

memutuskan perkaranya meskipun anak tersebut masih dalam usia mumayyiz 

 
17 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Salatiga. 
18 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surakarta. 
19 Lihat: Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, hal. 94 yang artinya: tujuh macam syarat hadanah: 

“berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tidak bersuami baru dan mukim. Jika 

satu syarat saja tidak terpenuhi maka hak pengasuhan anak tersebut gugur.”   
20 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1989), hal. 730. 
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yaitu kurang dari 12 tahun. Apa alasan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan 

Agama Jawa Tengah ini memberikan hak asuh anak tersebut kepada ibunya yang 

murtad. Hal ini menjadi persoalan karena adanya perbedaan antara teori dengan 

praktek yang ada di Pengadilan Agama tersebut.  

B. Rumusan Masalah  

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini, 

yaitu:  

1. Bagaimana sikap hakim dalam memandang status agama pada 

penyelesaian perkara hadanah di Pengadilan Agama?  

2. Apakah hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pengasuhan telah 

sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

hadanah yang diberikan pada ibu kandung yang murtad berdasarkan 

putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA 

Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). 

2. Untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi pedoman hakim dalam 

memutuskan perkara hadanah yang diberikan pada ibu kandung murtad 

berdasarkan putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Jawa 

Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). 
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Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan 

pengetahuan tentang pentingnya hak asuh anak pasca perceraian secara 

teori maupun praktek yang ada di Pengadilan Agama. Serta mampu 

menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai hak asuh anak, 

khususnya hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada orang 

tua kandungnya yang murtad. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman hukum 

para pencari keadilan khususnya dalam menyelesaikan sengketa hak asuh 

anak dalam kajian hukum Islam dan penelitian ini merupakan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hadanah atau hak asuh anak 

dalam hukum Islam.  

D. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka yang penulis lakukan ini bertujuan agar tidak ada kesamaan 

penelitian dari penelitian yang sudah ada. Penelitian ini bukanlah yang pertama 

dan juga bukan penelitian yang baru artinya sudah ada penelitian hal terkait yang 

sama sebelumnya. Tujuan telaah pustaka ini dilakukan agar tidak adanya 

duplikasi atau kesamaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Penelitian 

terdahulu berperan sebagai pendukung serta ada kesinambungan antara penelitian 

yang penulis lakukan agar dapat membantu penelitian ini. 

Penulis melakukan telaah pustaka untuk mempermudah pencarian dan 

agar tidak terjadinya persamaan antara penelitian sebelumnya. Penulis membagi 

kelompok pengkajian yang berkaitan dengan hak asuh anak karena orang tuanya 
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berpindah agama (murtad) yaitu antara kelompok kajian yang memberikan 

hadanah kepada orang tua kandungnya yang beragama Islam dan kelompok 

kajian yang memberikan hadanah selain orang tuanya yang memiliki hak asuh.  

Adapun kelompok yang membahas tentang pemberian hak asuh anak 

kepada orang tua kandungnya yang beragama Islam diantaranya penelitian dari 

Adi Karma,21 Nurmalia Ivani,22 Brian Jati Purbaningtyas,23 dan Dhiya Nahdah 

Salsabila.24 Dalam penelitiannya bahwa kedudukan hak asuh anak karena istri 

murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili ialah bahwa orang kafir tidak berhak 

mengurus hadanah anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas 

orang muslim berdasarkan sadd al-zari’ah.25 Terdapat juga seorang ibu tidak 

dapat hak asuh dari anak kandungnya yang belum mumayyiz karena pengakuan 

ibu yang ingin mati secara Katolik,  ini sebagai bukti otentik dan dalam hukum 

Islam menjadi penghalang hak asuh anak.26 Jika pernikahan tersebut adalah 

pernikahan Muslim dan salah satu pasangan murtad, pengadilan akan 

memutuskan berdasarkan hukum yang mendasari pernikahan tersebut, yaitu 

hukum Islam.27 Hak asuh anak diberikan kepada ayahnya diperkuat dalam 

 
21 Adi Karma, “Proses Penyelesaian Sengketa Hadanah Karena Istri Murtad Menurut 

Wahbah al-Zuhaili dan Relevansinya Dengan Hukum Islam di Indonesia”, Tesis IAIN Parepare 

(2021). 
22 Nurmalia Ivani, “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Non Muslim (Analisis Putusan Nomor 

1187/Pdt.G/2015/PA.Smn dan Putusan nomor 43/Pdt.G/2016/PTA Yk.)”, Skripsi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta  (2021). 
23 Brian Jati Purbaningtyas, Yunanto,dan Agus Sarono, “Pemberian Hak Asuh Anak Pada 

Ayah dalam Disebabkan Perceraian dalam Perkawinan Beda Agama,” Diponegoro Law Journal, 

Vol.10: 3 (2021). 
24 Dhiya Nahdah Salsabila, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Karena Murtad (Tinjauan 

Yuridis Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 266/Pdt.G/2021/PA.Pyb)”, Skripsi 

Universitas Jendral Soedirman (2022). 
25 Adi Karma, “Proses Penyelesaian Sengketa hadanah. 
26 Nurmalia Ivani, “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Non Muslim. 
27 Brian Jati Purbaningtyas, Yunanto,dan Agus Sarono, “Pemberian Hak Asuh Anak. 
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Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/AG/1996 

bahwa agama merupakan syarat mendapatkan hadanah.28 Dari penelitian yang 

telah dijelaskan di atas bahwa yang berhak menerima hak asuh anak adalah ayah 

kandungnya, dikarenakan ibu kandungnya telah berpindah agama atau murtad 

yang mana itu menjadi penghalang hak asuh anak atasnya. 

Sedangkan kelompok yang mengkaji tentang pemberian hak asuh anak 

kepada selain orang tuanya yang memiki hak asuh diantaranya Alya Kaltsum 

Najwa,29 Salsabila Ananda Putri,30 Taufiq Nurahman,31 dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa faktor perilaku buruk dan murtad menjadikan dasar kedua 

orang tua terhalang untuk mendapatkan hak hadanah atas ketiga anak mereka.32 

penelitian lainnya menyebutkan bahwa kedua orang tuanya tidak berhak 

mendapatkan hak asuh anak karena mereka telah murtad maka dalam KHI pasal 

156 dialihkan hak asuhnya kepada yang berhak mendapatkan asuh.33 Hasil 

penelitian bahwa Imam Mazhab Hambali dan Imamiyyah mencantumkan kakek 

dan nenek sebagai pemegang hak hadanah dan kakek dan nenek berhak 

mendapatkan hak asuh anak karena ibu dari anak telah murtad dan ayah 

kandungnya meninggal dunia. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 bahwa yang 

 
28 Dhiya Nahdah Salsabila, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Karena Murtad. 
29 Alya Kaltsum Najwa, “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Yang Murtad Dalam Perpektif 

Maslahah ( Studi Putusan Nomor 1/ Pdt.G/2013/PA.MUR)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, (2022). 
30 Salsabila Ananda Putri, “Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Kedua Orang Tuanya 

Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1056/Pdt.G/2017/PA.Mdn)”, Skripsi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (2022). 
31 Taupik Nurahman, “Hak Kakek dan Nenek Memperoleh Hak Asuh Cucu Yang Ibunya 

Murtad”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2019). 
32 Alya Kaltsum Najwa, “Hak Asuh Anak Kepada Ibu. 
33 Salsabila Ananda Putri, “Kajian Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak. 
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mengasuh harus ada kesamaan agama dari anak tersebut.34 Pada kelompok ini, 

dijelaskan bahwa orang tua kandung dari anak tidak berhak mendapatkan hak 

asuh anaknya dikarenakan persoalan perpindahan agama dan akhlak yang buruk. 

Kedua persoalan tersebut menjadi penghalang sebab membahayakan baik untuk 

agama si anak maupun masa depannya karena dididik oleh orang tua yang tidak 

berkelakuan baik, apalagi anak tersebut dalam keadaan belum mumayyiz. 

Telah dipaparkan di atas mengenai kajian yang membahas tentang 

pemberian hak asuh anak kepada orang tua atau kerabat muslim yang memiliki 

hak asuh merupakan hal yang sudah semestinya terjadi. Hak asuh tersebut 

diberikan kepada kerabat muslim karena berpindah agama menyebabkan 

gugurnya hak asuh anak. Penulis tertarik ingin mengkaji mengenai hak asuh anak 

karena adanya putusan-putusan di Pengadilan Agama Salatiga, terdapat 3 putusan 

memberikan hak asuh anak kepada orang tua/ibu yang berpindah agama (murtad). 

Hal tersebut merupakan tidak lumrah terjadi, karena berpindah agama seseorang 

menyebabkan tidak mendapatkan hak asuh anak. Akan tetapi, pada putusan 

tersebut hak asuh anak justru diberikan kepada orang tua yang murtad. Pada 

putusan ini tentunya memiliki perbedaan permasalahan yang melatarbelakangi 

putusan ini diputuskan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti putusan-

putusan yang ada di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, 

dan PA Ambarawa) yang berkaitan dengan pengasuhan yang diberikan kepada 

ibu kandung yang murtad.  

 

 
34 Taupik Nurahman, “Hak Kakek dan Nenek Memperoleh Hak Asuh. 
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E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teori adalah landasan yang dikembangkan untuk menganalisis dan 

memecahkan masalah penelitian dan sebagai konsep untuk penataan penelitian 

itu. Kerangka teori memberikan penjelasan singkat tentang teori yang digunakan 

dalam metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.35 Untuk 

merencanakan dan memfokuskan penelitian ini dengan lebih baik, penulis 

menggunakan kerangka teori untuk mengatur pemikiran mereka dalam penelitian 

ini. Landasan teori yang digunakan antara lain:  

1. Teori Perlindungan Agama (Religionsschutz Theorie) 

Dalam melakukan kriminalisasi terhadap delik agama, terdapat tri-theorie 

sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji yang pada intinya 

menyatakan sebagai berikut36: 

a. Relegionsschutz Theorie: Teori perlindungan agama, Dalam teori ini, 

agama dipahami sebagai aset hukum yang dilindungi oleh negara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. 

b. Gefuhsschutz Theorie: Dalam teori perlindungan perasaan beragama, 

kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam teori ini adalah 

perasaan atau perasaan pemeluk agama. 

c. Friendensschutz Theorie: Teori perdamaian atau ketentraman 

beragama, dalam teori ini kepentingan yang sah atau objek yang 

 
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hal. 283. 
36 Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Kristian dan M. Rendi Aridhayani, “Kebijakan Formulasi 

Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru”, Jurnal al-Ahkam Vol. 3:1 

(2018): 27-46. doi: https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1338. (accessed August 16, 2023). 

https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1338
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dilindungi yaitu perdamaian atau ketentraman beragama antar pemeluk 

agama. Jadi ini lebih tentang menjaga ketertiban umum. 

Dalam kerangka tri-theori merupakan suatu perwujudan dari 

“Gefuhlsschutz Theorie” yaitu hendak melindungi rasa keagamaan sebagai 

kehidupan batin tersuci dari individu dan keseluruhan.37  

Dalam rangka terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya dan beradab melindungi agama pada poin 1 Bab IV, 

disebutkan tujuan pembangunan agama adalah untuk memperkuat peran 

agama sebagai landasan etik dan moral pembangunan, akhlak mulia, etos 

kerja, penghargaan atas prestasi dan penggerak pembangunan. Tujuan 

pembangunan agama adalah untuk meningkatkan kerukunan hidup antar 

umat beragama dengan cara meningkatkan kepercayaan dan kerukunan 

antar kelompok masyarakat agar tercipta kehidupan yang toleran, toleran 

dan harmonis.38 Negara ikut berperan dalam hal memantapkan kerukunan 

antar umat beragama khususnya di Indonesia.  

Mengingat agama merupakan salah satu jiwa bangsa Indonesia, 

dijamin oleh konstitusi negara Indonesia dan merupakan Hak Asasi 

Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta bersifat 

penting maka wajar bila negara memasukan pasal baru yakni pasal 156 a 

KUHP dalam bab 5 menjadikan agama sebagai salah satu delik di dalam 

hukum positifnya. 

 
37 Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, (Jakarta: Erlangga 1981), 

hal. 84. 
38 Lampiran Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 
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2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (the best interests of child) 

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta 

merupakan salah satu prinsip dasar CRC, meliputi Non-diskriminasi, 

kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak.39 

Maksud dari prinsip kepentingan terbaik anak pada pasal di atas yakni 

bahwa semua tindakan yang mencakup anak termasuk yang dilakukan oleh 

pemerintah, badan hukum maupun masyarakat, harus mengutamakan 

kepantingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan termasuk hakim ketika 

memutuskan perkara pengasuhan anak yang ada di Pengadilan Agama. 

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang tertuang 

dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 

tanggal 20 November 1989. Negara-negara tersebut sepakat bahwa:  

a. Kepentingan terbaik anak harus dipertimbangkan dalam semua tindakan 

yang mempengaruhi anak, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial 

nasional atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan 

legislatif. 

 
39 Dani Ramdani, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan 

Implementasinya di Pengadilan), (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 70. 
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b. Memberikan anak perlindungan dan perawatan yang diperlukan untuk 

kesejahteraan mereka, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban 

orang tua mereka. 

c. Harus dipastikan bahwa semua jenis lembaga yang bertanggung jawab 

atas pengasuhan dan perlindungan anak mematuhi standar yang 

ditetapkan oleh otoritas.40  

Dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik anak, sebagai 

penegasannya atas hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak 

tersebut meliputi: 

a. Hak atas pendapat atau aspirasi anak. Seorang anak memiliki hak 

untuk menyatakan pandangannya sendiri atas semua hal yang 

berkaitan dengannya,41 termasuk kebebasan berfikir dan, berhati 

nurani, dan beragama.42 

b. Hak atas identitas anak. Seorang anak telah memiliki hak sejak ia lahir 

berupa nama/identitas anak yang harus didaftarkan pada Dukcapil 

untuk kepentingan keperdataan termasuk pengasuhan oleh orang 

tuanya.43 

c. Hak atas lingkungan keluarga dan hubungan. Bahwa negara menjamin 

atas hidup anak agar tetap berada dalam asuhan orang tuanya, tidak 

 
40 Lihat: Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 3.  
41 Pasal 12. 
42 Pasal 14. 
43 Pasal 7. 
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akan dipisahkan dari orang tuanya.44 Orang tua pada dasarnya 

berkewajiban untuk membesarkan anak.45 

d. Hak atas perawatan, perlindungan dan keamanan anak. Perawatan 

anak dalam hal ini anak berhak atas untuk taraf hidup layak untuk 

pengembangan fisik, mental, moral anak.46 Dalam rangka melindungi 

anak dari semua bentuk kekerasan fisik, mental, cidera atau 

penyalahgunaan, dan penelantaran atau eksploitasi dari orang tua atau 

wali yang mengasuhnya.47  

e. Hak atas situasi kerentanan. Anak merupakan orang yang belum 

dewasa maka bisa dikatakan rentan untuk diperhatikan hak-haknya 

berupa hak memperoleh perlindungan khusus (adopsi) untuk 

perawatan anak,48 hak hidup layak atas cacat mental dan fisik anak.49 

f. Hak anak atas kesehatan. Negara menjamin atas kesehatan anak yakni 

seperti perawatan penyakit anak dan pemulihan kesehatan dalam 

rangka memperkecil kematian bayi dan anak.50 

g. Hak anak atas pendidikan. Negara menjamin untuk pendidikan anak 

yang layak untuk pengembangan anak sampai tingkat tinggi sesuai 

dengan kemampuannya.51 

 
44 Pasal 9. 
45 Pasal 18. 
46 Pasal 27. 
47 Pasal 19. 
48 Pasal 21. 
49 Pasal 23. 
50 Pasal 24. 
51 Pasal 28. 
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Adanya hak-hak anak yang dilindungi dalam Konvensi Hak Anak di 

atas, tidak lain yakni guna menjaga dan melindungi anak untuk bisa tumbuh 

dan berkembang secara baik dan optimal khususnya dalam kasus pengasuhan 

atau hadanah karena riddah ibu yang ada di Pengadilan Agama. 

F. Metode Penelitian  

Untuk mengetahui hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian yang ditujukan pada implementasi ilmiah. Spesifikasi metode adalah 

sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

deskriftif kegunaannya sebagai untuk mendapatkan gambaran yang baik dan 

jelas serta memberikan informasi tentang objek sejelas mungkin.52 Untuk 

mendukung penelitian ini, penulis juga akan menggunakan field reseach 

(penelitian lapangan) melalui wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama 

untuk menemukan hasil yang mendalam terhadap analisis putusan-putusan 

yang memberikan hadanah pada ibu murtad di Pengadilan Agama Jawa Tengah 

(PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum 

empiris. Pendekatan ini membutuhkan penelitian untuk mempelajari fenomena 

empiris yang ada pada putusan di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA 

Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). Pendekatan yuridis empiris juga 

 
52 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43. 
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membantu peneliti untuk membaca hukum sebagai sebuah produk atas putusan 

hakim. 

3. Sumber Data  

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini. Tipe data memiliki bentuk 

pembagiannya:    

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari data yang dikumpulkan secara langsung. 

Sumber data ini diperoleh dari data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti atau dari sumber pertama.53 Adapun sumber utamanya yakni 

dokumentasi berupa putusan-putusan hadanah pada ibu murtad di 

Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA 

Ambarawa), serta melalui wawancara langsung dengan hakim pengadilan 

agama untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan terkait sehingga 

mempermudah untuk dikaji.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah bahan pustaka yang mengandung informasi dari 

bahan primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Ikhtisar Hukum Islam) dan bahan hukum sekunder dari buku tentang 

undang-undang yang relevan dan Informasi resmi dari Instansi Pemerintah 

yang ada.  

 
53 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 39. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa teknik, 

yaitu:  

a. Studi Dokumentasi (document research)  

Penulis mengumpulkan dokumen berupa putusan dari 3 (tiga) 

Pengadilan Agama (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa) 

berdasarkan tahun 2019-2021 yang ditemukan dalam situs Direktori 

Putusan Mahkamah Agung. 

b. Studi Pustaka (library research) 

Literatur dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan berupa 

peraturan perundang-undangan, buku-buku/buku fikih terkait, jurnal dan 

literatur tentang hak asuh anak bagi ibu-ibu yang riddah keluar dari agama 

Allah.  

c. Wawancara (interview)  

Melalui wawancara ini dilakukan agar dapat mendapat jawaban dari 

hakim berdasarkan perkara hadanah pada ibu murtad di Pengadilan Agama 

Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). Metode 

yang digunakan dalam wawancara dengan hakim menggunakan metode 

bebas terstruktur untuk dapat menggali permasalahan mengenai 

pengasuhan pada ibu murtad. 

5. Metode Analisis  

Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan analisis 

kualitatif untuk pengolahan data secara mendalam. Analisis kualitatif bertujuan 
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untuk menghasilkan data deskriptif analitik yakni dengan memberikan 

gambaran pemberian pengasuhan pada ibu murtad berdasarkan putusan yang 

ditemukan. Lalu, hasil dari yang saya temukan saya bidik berdasarkan teori 

perlindungan agama dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

G. Sistematika Pembahasan   

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan 

karya tulis yang komprehensif, maka peneliti menyusun dan menyusun karya ini 

melalui sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan. Pada bab ini memaparkan mengenai dasar-dasar 

penelitian yang berisi latar belakang masalah terkait hadanah atau hak asuh anak 

kepada ibu murtad di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, PA 

Surakarta, dan PA Ambarawa), rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang ketentuan hadhanah dan riddah. Pada bab ini terdapat 

3 (tiga) sub bab pembahasan yaitu;  pertama, tinjauan umum mengenai hadhanah 

meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, penggugur hadanah, urutan 

yang berhak atas hadanah. Kedua, hadanah dalam hukum positif (Undang-

Undang dan Kompilasi Hukum Islam). Ketiga, riddah dalam pernikahan. 

Bab III akan membahas tentang objek penelitian yakni Pengadilan Agama 

Jawa Tengah (PA Salatiga, PA Surakarta, dan PA Ambarawa). Pada bab ini 

terdapat 4 (empat) sub bab pembahasan yaitu; pertama, profil singkat pada tiap 

Pengadilan Agama. Kedua, data perkara pengasuhan karena riddah secara umum. 
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Ketiga, data perkara pengasuhan karena riddah ibu. Keempat, sikap pertimbangan 

hukum hakim dalam perkara pengasuhan. 

Bab IV akan membahas tentang dinamika sikap hakim terhadap perkara 

pengasuhan karena riddah ibu di Pengadilan Agama Jawa Tengah (PA Salatiga, 

PA Surakarta, dan PA Ambarawa), dengan dua sub bab pembahasan yaitu, sikap 

hakim dalam memnentukan pengasuhan pada orang tua karena riddah ibu, dan 

realisasi kepentingan terbaik bagi anak pada perkara pengasuhan karena riddah 

ibu. 

Bab V berupa penutup sebagai bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang berlandaskan pada rumusan masalah penelitian 

penulis yang berjudul “Dinamika Pemahaman Perlindungan Agama: Kajian 

Pemberian Hadanah Pada Ibu Murtad” adalah sebagai berikut: 

1. Terjadi sikap hukum yang berbeda dikalangan para hakim terkait 

penyelesaian pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan pada ibu murtad 

dan memberikan pada ayah muslim. Pemberian pengasuhan didasarkan 

kepada fakta-fakta persidangan yakni agama para pihak, berakhlak baik, 

dan kemampuan mengasuh. Status kepemelukan agama Islam oleh hakim 

tidak menjadi pertimbangan utama dalam penetapan pemberian 

pengasuhan dan ini berbeda dengan kesimpulan para peneliti sebelumnya.  

Para hakim cenderung mengutamakan akhlak baik para pihak untuk 

tumbuh kembang anak. Untuk itu, dalam perkara di mana seorang ibu 

murtad dan suaminya dianggap tidak mampu maka pengasuhan diberikan 

kepada ibu murtad. Jikapun hakim menekankan kepada agama, tapi 

hakim juga berupaya untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 

anak dengan memberikan pengasuhan pada ibu murtad untuk 

perkembangan fisik dan mental anak. 

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan telah mengutamakan 

dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. adapun unsur 

yang paling dilindungi dapam penelitian ini adalah unsur perawatan, 
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perlindungan, dan keamanan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa 

kepentingan terbaik baik bagi anak oleh para hakim tidak mendasarkan 

kepada unsur spiritual akan tetapi lebih kepada perawatan anak yakni 

memberikan hadanah kepada yang berakhlak baik untuk perkembangan 

fisik dan mental anak. Adapun hakim dengan mempertimbangkan fisik 

dan mental anak daripada agama, para hakim dinilai telah melakukan 

interpretasi kepentingan terbaik anak dengan lebih menekankan kepada 

tumbuh kembang pada anak supaya dapat mewujudkan hak-hak anak.  

B. Saran   

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam tesis 

ini, berikut saran dari penulis: 

1. Saran untuk Pengadilan Agama: apabila dalam membuat putusan 

cantumkan dasar hukum h akim dalam mempertimbangkan perkara-

perkara yang ada di Pengadilan meskipun perkara tersebut di tangani oleh 

hakim tunggal. Dasar hukum kaitannya pada penjatuhan putusan 

sebagaimana jawaban dari petitum yang diminta oleh pihak yang 

mengajukan. Cantumkan juga usia anak pada perkara pengasuhan agar 

mempermudah dalam menentukan usia mumayyiz anak. Hal tersebut 

sangat membantu khususnya mahasiswa dalam mempelajari isi putusan. 

2. Saran untuk penelitian lanjutan: Penelitian hak asuh anak karena riddah 

ibu merupakan penelitian yang menarik karena dengan seiringnya zaman 

perkara Pengasuhan di Pengadilan semakin banyak dan berbeda-beda 

kasusnya. Sebisa mungkin penelitian mencari putusan yang berbeda dan 
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menarik dari yang sudah peneliti lakukan. Mencari putusan dengan 

dihadiri antara Penggugat dan Tergugat/Pemohon dengan Termohon yang 

berbeda agama dan memperebutkan anak di persidangan. Hal tersebut 

menarik dikaji untuk melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara.  
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